
BERITA DAERAH KOTA CiMAHI
NOMOR 491 TAHUN 2019

PERATURAN WAI,i KOTA CIMAHI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI B]ROKRASI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH]

TAHUN 2018 -2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA CIMAHI,

bahwa dalam raregka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintaharr yang bersih dan baik (clean qnd. good.

govemance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30

'lalarun 2012 tentang Perldmen Pengusulafl, Penetap6n,

dal Pembinaal Reformasi Birokrasi pada Pemerintah

Daerah, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Wa.li

Kota tentang Road. Ma4t Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daeralr Kota Cimalri Tahltrr 2OI8 - 2022;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO1 tent€ng

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOl Nomor 89, Tamba}Iarl Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 41 16);
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2.
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Undaflg-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentalg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega,ra Republik

Indonesia Tahun 2OI4 Nomot 244, Tambahan kmbaran
Negara Repubtk Indonesia Nomor 5587) sebagaimara
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahal Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratura! Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara daII
Reformasi Birolrasi Nomor 30 Tatrun 2012 tentahg

Pedomar Pengusulal, Penetapan, dan Pembinaarr

Reformasi Birokra.si pada Pemerintah Daerah;

Peraturar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negafa DaIr

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun

2015 Tentang Road Map Reformasi Birolcasi 2015-2019.

4_

3.

Menetapkarr

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD II4AP REFORMASI

BIROKRASI PEMERINTAJ] DA.ERAH KOTA CIMAHI TAHUN

201a - 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wa.li Kota ini yang dimaksud dengan:

l. Road Map Reformasi Birokrasi ad,alah Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerhtah Daerah Kota Cimahi

2. Anggaral Pendapatan dalr Belanja Daerah yaIrg

selarjutrya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan Pemerinta,han Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dal ditetapkal dengari Peraturan

Daerah.
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3.

4.

6.

Pemerintahal Daerah adaja]: penyelenggaraan

urusaq peErerintahan oleh pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah me[urut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem darl prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimala
dimaksud dalam Undaag-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah ade-leh Wali Kota sebagai un€ur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
yang memimpin pelaksanaan ur-usan pemer-intahan

yang menjadi kewenangan daersh otonom.

Peralgkat Daerah adalalr unsur pembantu Wali Kota

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraarl urusan Pemerintahan yalg menjadi

kewenangan Daerah Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan

sebagai unsur penyelengga:'a Pemerintahal Daerafr.

Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi,

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Wali Kota menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kota Cimahi Tahun 2018 - 2O22 sebagasrrLarta

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran

yang mempakan bagian tidak terpisahkal dari

Peraturan Wali Kota ini.

7.

8.

(1)

(2)

Pasal 3

Road, Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota

Cimahi Tahun 20la - 2022 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 disusun berdasarkan:

a. penguatanBirokrasiPemerintah;
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b.

c.

Peningkatan pelayanan; dan
Program yang berorientasi pada hasil (outcome

oiented, program,s),

Pasal 4

Road Mq) Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah
Kota Cimald Tahun 2018 - 2O22 sebagaimara
dimaksud dalam Pasal 2 memuat g (delapan) area
perubahai sebagai tqiua.Il utama Reformasi Birokrasi.
8 (delapan) area perubaha-n sebagai tujuan utama
Reformasi Bbokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu area perubahan bidang:
a. malajemenperubahan;

b. penataanperaturanPerundang-undalgal;

c. penataan dan penguatan organisasi;

d. penataan tata laksala;
e. penataan sistem manajemen sumber daya

manusia;

f. penguatanakuntabilitas;

g. penguatan pengawasan; dan
h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

pasal 5

RootJ Mo4t Refonnasi Birokrasi sebagaima{ra dimaksud

dalam Pasal 2 memuat tahapan dan pelaksaraa.n

program dan kegiatan yarrg sejalan dengan pro$am

Reformasi Birokrasi,

Tahapan dal pelaksanaan program dan kegiatan yarrg

sejalan dengal Progran Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari area

peruballan:

a. manajemenperubahan;

b. penataarperaturanPerundang-undangar;

c. penataan dan penguatan organisasi;

d. penataan tata lal<sana;
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(2)

(1)

(21

1q4



penataan slstem manajemen sumber daya
manusia;

penguatan akuntabilitas;
penguatan pengawasajr;

pen lgkata.rl kualitas pelayalan publik; dal
monitoring dan evaluasi,

pasal 6
Ro.td Mce R€formasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 memuat Indikator Reformasi Birokrasi dan
Implementasi terhadap program darl Kegiatan yang searah
dan sejalan dengan kebijatal Reformasi Birokrasi.

pasal 7

Setctin mefiuat Indikator Reformasi Birokrasi dan
Implementasi terhadap program dan Kegiatar sebagaimana
dimal<sud dalam Pasal 6, Roa.d Map Reformasi Birokrasi

Juga memuat Progra]in Quick Mns melalui tahapan prograrn
dan kegiatan Reformasi Birokrasi yalg dimulai Taiun 2O1g

sampai dengan Tahlur' 2022.

pasal g

Perangkat Daerah yarg membidangi 8 (delapan) area
perubahan sebagaimana dimaksud da-lam pasal 4 wajib
memasukkan program Reformasi Birokrasi ke dalam
prograrn kegiatan Pexangkat Daeral,

pasal 9

Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pemerintahal di bidang Reformasi
Birokrasi melatukan monitoring terhadap pelaksanaan
Road, Malt Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah Kota
Cimahi Tahun 2018 - 2022.

e.

I
c.

h,

i.
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(1)

(2)

pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusarr
pemerintaha! di bidang Reformasi Birokrasi
melaporkal pelaksanaan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun
2018 - 2022.

l.aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dibuat
tertulis dafl disampaikan kepada Wali Kota setiap
akhir tahun anggafan.

pasal 11

WaIi Kota melal<Llkan evaluasi terhadap pelaksanaan Roed
Mop Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun 2018 - 2022 berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.

pasa-l 12

Pendarraan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemedntah Daeratr Kota Cimahi Tahun 2OI8 - 2022
bersumber dari:

b.

c.

d.

APBD;

APBD Provinsi;

APBN; dan/atau
sumber lain yang sah darr tidak mengikat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan.

Pasal 13

Kepala Perargkat Daeral yaig membidangi urusan
pemerintahan di bidalg perencalaan pembalgunal daerah

harus mengawal program dan kegiatan pada peratgkat

Daerah yang membidangi 8 (delapan) area perubahan.
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Pasal 14

Kepala Perangkat Daerai yarg membidangi urusan
pemerintahan di bidalg pengelolaan keuangan daerah
untuk mengalokasikal anggaran pada peralgkat Daerah
yang membidangi 8 (delapan) area perubahan.

Pasal 15

Kepala Perargkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahal di bidang pengelolaan sumber daya manusia
daerah untuk memenuhi kebutuha:r personil sesuai
kompetensi pada Perangkat Daerah yang membidangi g

(delapan) area perubalean.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaftu pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundargan Peraturan Ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 25 September 2019

WALI KOTA C]MAHI,

Trd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundalgk
pada tang

SEKRETA

di Cimahi
25 September 2019

DAERAH KOTA CIMAH]

DIKUIK S. NUGRAHAWAN



PENJELASAN

PERATURAN WAI,I KOTA CIMAH]

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2O1A . 2022

I. UMUM

Pelaksanaan reformasi birolcasi pada pemerintah daerah merupakan
langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan
berpedoman pada prinsip tatalelola pemerintahan yalg baik.
untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu
disusun pedoman pengusulan, penetapan, dan pembinaan reformasi
birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan balk (clean anfi. good gouemance) dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di pemerintah Daerah
Kota Cimahi serta untuk melal<sanakan ketentuan pasal 1 ayat (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaarr Apa-ratur Nega-ra dan Reforrnasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang pedoman pengusulan,

Penetapat, dan Pembinaan Reformasi Birokmsi pada pemerintah

Daerah sebagai delegasi langsung dalam menetapkan peraturan Wali
Kota tentang Road Map Refotmasi Birokrasi pemerintal Daerah Kota
Cimahi Tahun 2018 - 2022.

Ruarrg lingkup Road, MapReformasiBirokrasi pemerintah Daerah Kota
Cimalri Tah;Lrn 2078 - 2022 yaitu terdiri dari 8 (delapa.rl) area
perubahar sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi. 8 (delapan)

area perubahan tersebut yaitu bidang:

a. manajemenperubahan;

b. penataanperaturan Perundang-undangan;

c. penataan dal] penguatan organisasi;

d. penataan tata laksana;

e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
f. penguaran aj<u ntabiliras,
g. penguata.n pengawasan; dan
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h. peningkatan kualitas pelayanal publik.
II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Pe4guatar birokrasi Pemerintah Daerah yaitu penguatan

birokrasi Pemerintai Daerah yang mengarah pada terwujud
nya penguatan birokrasi pemerintah da-lam raigka
pemerintahan yang bersih darr bebas dad Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) dengan meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat da]l meningkatka_n kapasitas serta

akuntabilitas kinerja birokrasi.

Huruf b

Peningkatan pelayanan yaitu peningkatan pelayanar yang

mendorong adaiya inovasi, menterjemahkan kebijat<an

makro dan mengoordinasikal pelaksanaan reforrnasi

birolsasi di tingkat Pemerintah Daeral.
Huruf c

Program yang berorientasi pada hasil yaitu Program yarrg

berorientasi pada hastl (outcome oiented program,s) baik pada

tingkat mal<ro, meso maupun tingkat mil(ro, kelembagaan,

ketatalaksanaan pemerintahan da]1 sumber daya marlusla,

Pasal 4

Cukup jelas

Pasa.l 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukupjelas
Pasal 7

Cukup jelas

Pasa] 8

Cukup jelas
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Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jplas

Pasal 13

Cukup jplas

Pasal 14

Cukup jplas

Pasal 15

Cukup jplas

Pasal 16

Cukup jplas
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